
ABSTRAK 

 

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku 

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.salah satu kewenangan MK adalah menguji UU 

terhadap UUD NRI 1945 (Judicial Review) didalam menguji UU tersebut hakim 

MK harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua 

pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada. Dasar pertimbangan 

hukum oleh hakim menjadi penentu utama dalam sebuah putusan MK apakah 

sudah sesuai  dengan pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif atau ada 

dasar lain diluar hukum positif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

26/PUU/XI/2013 terkait Judicial Review Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 

tentang advokat muncul setelah adanya permohonan Pemohon, yaitu para 

Advokat dari LBH Street Lawyer yang mengajukan uji materiil pasal 16 UU 

Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Menurut advokat Pasal 16 UU Nomor 18 

tahun 2003 Tentang Advokat telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) , 

Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Para advokat 

beranggapan bahwa mereka selaku warga negara indonesia  mempunyai hak 

konstitusional yang perlu dilindungi sebagaimana diatur didalam pasal 28 D ayat 

(1) , Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.Dalam 

pertimbangannya MK  mengabulkan permohonan Judicial Review pasal 16 UU 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah bahwasanya pasal 16 UU Nomor 

18 Tahun 2003 tentang advokat tidak sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum mengenai perlindungan Advokat dan Pemberi Bantuan 



Hukum dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut telah menimbulkan perlakuan 

yang berbeda antara Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada 

timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut 

Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum” yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 
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